BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha masyarakat
secara keseluruhan dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan
mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan merupakan
suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam
struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional
termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Artinya adalah
indikator pembangunan ekonomi adalah pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan
masalah kemiskinan. (Todaro, 2000).

Pemerataan yang dimaksud adalah hasil-hasil pembangunan dapat
diterima disemua sektor dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian
seringkali dibanyak negara berkembang termasuk di wilayah kabupaten/ kota di
Indonesia menghadapai ketidakmerataan (disparity) hasil pembangunan itu
sendiri sehingga menjadi dilema dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
Hubungan antara disapritas regional dan tingkat pembangunan ekonomi pada
tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan
pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. (Kuncoro, 2004)

Tingkat pembangunan yang lebih tinggi akan semakin memperkuat
dampak sebar (spread effect) dan cenderung menghambat arus ketimpangan

regional. Hal ini akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi



kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan
regional lebih lanjut.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan (disparitas) suatu wilayah, telah
banyak teori dan model yang dibuat dan dikembangkan, diantaranya adalah yang
dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson dengan modelnya yang dikenal dengan
Indeks Williamson. Indeks Williamson dapat memberikan gambaran yang lebih
baik tentang perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan
pembangunan yang diamati (Saftrizal, 1997).

Dari hasil penghitungan dengan model Indeks Williamson dalam Gambar
1.1 berikut disajikan tingkat ketimpangan (disparitas) dari masing-masing
kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Utara tahun 2013.
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Gambar 1.1. Ketimpangan Regional Kabupaten/ Kota
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013



Dari gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat disparitas tertinggi di kabupaten/
kota propinsi Sumatera Utara tahun 2013 adalah berada di kota Medan dengan
nilai sebesar 0,3601 sedangkan tingkat disparitas terendah berada di kabupaten
Samosir dengan nilai 0,0013. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketimpangan
(disparitas) diantara kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Utara.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antara
wilayah, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi. Secara teori
pada tahap awal pembangunan ketimpangan regional akan menjadi lebih besar
dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu (aglomerasi), dan pada
tahap lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya
keseimbangan antar daerah dimana disparitas berkurang dengan signifikan.
(Richarson, 1997).

Indikator lainnya dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi
adalah pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus
dirasakan oleh semua wilayah. Hal ini terjadi jika pertumbuhan ekonomi disertai
dengan kecilnya kesenjangan ekonomi regional.

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai peningkatan dalam
kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi suatu barang-barang
dan jasa. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada
perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur
dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan output
perkapita. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan

tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. (Nangan, 2001).
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Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1999-2013

Dari gambar 1.2 di atas dapat terlihat bahwa perkembangan laju
pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga
konstan tahun 2000 menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.
Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian,
sebaliknya apabila negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara diawal tahun 1999 menunjukkan angka sebesar 2,32 persen.
Rendahnya pertumbuhan ini disebabkan di tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang
melanda dunia dan berimbas pada perekonomian nasional serta regional
khususnya di Sumatera Utara.

Namun demikian, perekonomian Sumatera Utara kembali bangkit hingga
mencapai 6,01 persen di tahun 2013 meskipun mengalami penurunan
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6,22 persen.
Meskipun terjadi penurunan, perekonomian Sumatera Utara secara rata-rata dari

tahun 1999 hingga tahun 2013 terus menunjukkan arah peningkatan. Hal ini



berdampak positif bagi perkembangan perekonomian Sumatera Utara pada tahun-

tahun berikutnya.
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Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Sumatera Utara
Tahun 2013 (persen)



Dari data BPS, pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/ kota di
Sumatera Utara akan terlihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi dari sisi
perekonomian. Gambar 1.3 diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi regional
kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang relatif tinggi, namun pertumbuhan
tersebut diiringi dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah
lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin)
dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal).
Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat
memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan
disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Menurut Suryana (2000), ketimpangan pembangunan pada prinsipnya
merupakan ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan
kesenjangan. Agar ketimpangan dan perkembangan antar suatu daerah dengan
daerah lain tidak menciptakan jurang yang semakin lebar, maka implikasi
kebijaksanaan terhadap daur perkembangan dari pembangunan haruslah
dirumuskan secara tepat William Easterly (2006) dalam salah satu studynya
mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (disparities) yang tinggi merupakan
penghambat dari kemakmuran, tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan
berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi.

Ketimpangan pembangunan yang tinggi antara daerah di Sumatera Utara
merupakan salah satu masalah yang harus diminimalisir bahkan dituntaskan oleh
pemerintah mengingat tujuan utama dari usaha—usaha pembangunan ekonomi

selain menciptakan pertumbuhan yang setingi—tingginya, harus pula menghapus



atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan (disparitas) pendapatan, dan
tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan
memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ( Todaro, 2000 ).

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di suatu wilayah
merupakan akar permasalahan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan
antara wilayah di Sumatera Utara. Wilayah yang tidak memiliki sumber daya
alam yang potensi serta sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan
menyebabkan perpindahan (urbanisasi) penduduk dari wilayah tersebut ke
wilayah yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Gambar 1.4. menyajikan tingkat kemiskinan dan pengangguran di

kabupaten/ kota propinsi Sumatera Utara selama tahun 2013.
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Gambar 1.4. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten/ Kota
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013



Gambar 1.4 menunjukkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di
seluruh kabupaten/ kota propinsi Sumatera Utara tahun 2013 yang berfluktuatif
antara daerah tersebut. Secara umum pola yang digambarkan adalah apabila
tingkat kemiskinan tinggi akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi
pula. Tingkat kemiskinan yang tertinggi di tahun 2013 adalah Kabupaten Nias
Selatan sebesar 18,83 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 2,79 persen.
Sedangkan tingkat kemiskinan yang terendah adalah Kabupaten Deli Serdang
sebesar 4,71 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 7,54 persen.

Disamping tingkat kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan yang
terjadi antara wilayah di kabupaten/ kota propinsi Sumatera Utara adalah
disebabkan oleh persebaran sumber daya yang tidak merata dalam perekonomian
regional antar daerah. Ketidakmerataan sumber daya ini tercermin pada
konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tertentu saja. Daerah-
daerah dimana konsentrasi ekonomi terjadi memperoleh manfaat disebut dengan
ekonomi aglomerasi (agglomeration economies). (Safrizal, 1997).

Ekonomi aglomerasi merupakan eksternalitas yang dihasilkan dari
kedekatan geografis dengan kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya daerah-daerah
yang termasuk dalam aglomerasi pada umumnya mempunyai laju pertumbuhan
yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang bukan aglomerasi.
Aglomerasi bukan saja menguntungkan produsen karena penghematan aglomerasi
maupun urbanisasi, konsumen juga dapat meminimalisasi biaya opportunities
dalam membandingkan jenis barang yang sama di tempat yang berbeda yang

saling berdekatan.



1.2.  Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian tersebut, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai
berikut : Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan
rasio penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di propinsi
Sumatera Utara yang teraglomerasi terhadap ketimpangan regional kabupaten/

kota di Sumatera Utara?
1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, tingkat
pengangguran dan rasio penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/
kota di propinsi Sumatera Utara yang teraglomerasi terhadap ketimpangan

regional kabupaten/ kota di Sumatera Utara.
1.4. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi sebagai bahan acuan kepada mereka yang akan
meneliti dan sekaligus ikut memperkaya kepustakaan tentang aglomerasi dan
pertumbuhan ekonomi regional serta memberikan informasi bagi pengembangan
ilmu ekonomi dan memberikan tambahan informasi kepada pemerintah dan
pihak yang terkait dalam pengambilan kebijaksanaan khususnya mengenai
pengelolaan aglomerasi dan pengaruhnya terhadap hubungan pertumbuhan dan

ketimpangan regional di Sumatera Utara.



